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Berikut ini kami menyampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku Utara sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023.

1. Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Pada tahun 2023 terdapat 22 IKK Pengawasan sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Capaian kinerja IKK

Pengawasan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023 sebagai berikut:

1)

2)

IKK Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Sampai dengan Triwulan [I Tahun 2023, belum terdapat realisasi
optimalisasi penerimaan daerah atau sesuai dengan target s.d. Triwulan
Il Tahun 2023 yaitu sebanyak Rp0,00. Kegiatan pengawasan terkait IKK
“Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi” akan mulai

dilaksanakan pada Triwulan I11.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja

adalah "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

IKK Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, nilai efisiensi pengeluaran
negara dan daerah berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan adalah sebesar Rp193.015.556.685,00 atau terealisasi
sebesar 443,40% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar
Rp43.530.694.444,00.
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Tema Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian
Kinerja antara lain:

a) Pendidikan;

b) Kesehatan;

c) Kesejahteraan Sosial;

d) Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar (PSN & Non PSN);

e) Penguatan Infrastruktur informasi dan Komunikasi (PSN & Non PSN);
f) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

g) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa;

h) Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM,;

i) Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam

Negeri.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023
untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah melakukan Evaluasi
Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi
Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Tengah. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk
menilai efektivitas dan efisiensi program, kegiatan dan anggaran dalam
APBD dan keselarasan perencanaan pemerintah daerah atas

penyelenggaraan sektor-sektor strategis pembangunan.

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga melakukan
Evaluasi atas Akuntabilitas Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2023 pada KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan

Kota Tidore Kepulauan.

IKK Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, penyelamatan keuangan negara
dan daerah berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan
adalah sebesar Rp4.826.898.762,25 atau terealisasi sebesar 100,00%
dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar Rp00,00.

Tema Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian

kinerja antara lain:
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a) Penguatan Tata Kelola;

b) Kesehatan;

c) Kesejahteraan Sosial;

d) Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Mobilitas (PSN & Non PSN);

e) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

f) Peningkatan Arus Masuk Investasi dan Penguatan Industri Dalam
Negeri;

g) Pariwisata;

h) Resiliensi Cadangan Pangan Nasional;

i) Keterjangkauan Energi;

j) Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Melaksanakan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Destinasi
Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

b) Melaksanakan Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara TA
2022;

c) Melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keungan Negara atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi untuk Pembangunan Kantor UPTD
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Kabupaten
Halmahera Barat;

d) Melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keaungan Negara atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Halmahera Utara dan Dinas Kesehatan Kota Ternate.

IKK Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang

Diselesaikan

Sampai dengan Triwulan [I Tahun 2023, belum terdapat realisasi

hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan atau sesuai

dengan target s.d. Triwulan 1l Tahun 2023, yaitu sebanyak 0,00%.

Kegiatan pengawasan terkait IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan
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Pembangunan yang Diselesaikan” akan mulai dilaksanakan pada

Triwulan Il1.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran

Pembangunan”.

IKK Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi kegiatan
pembangunan prioritas daerah yang diawasi atau sesuai dengan target
s.d. Triwulan II Tahun 2023, yaitu sebanyak 0,00 kegiatan prioritas
daerah. Kegiatan pengawasan terkait IKK “Jumlah Kegiatan
Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” akan mulai dilaksanakan

pada Triwulan IIl.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
antara lain:
a) Program Percepatan Pembangunan Kota Baru Sofifi;

b) Program Peningkatan Produksi Jagung.

IKK Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum terdapat realisasi
rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti atau sesuai dengan target s.d.
Triwulan 1l Tahun 2023, yaitu sebanyak 0,00%. Kegiatan pengawasan
terkait IKK “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti” akan

dilaksanakan pada Triwulan IV.

Capaian kinerja “Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti”

didukung oleh seluruh APP dalam perjanjian kinerja kepala perwakilan.

IKK Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah BUMD dengan kinerja
sehat adalah sebanyak 2 (dua) BUMD atau terealisasi sebesar 66,67%
dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) BUMD. Capaian
2 (dua) BUMD dengan kinerja sehat tersebut merupakan jumlah kumulatif

sampai dengan Tahun 2022.
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Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
antara lain:
a) BUMD Jasa Air;

b) Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan.

Capaian kinerja yang di bawah target disebabkan oleh:

a) Mitra tidak optimal dalam melaksanakan tindak lanjut atas saran
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara;

b) Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja
BUMD.

IKK Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah BLUD dengan kinerja
sehat adalah sebanyak 1 (satu) BLUD atau terealisasi sebesar 100,00%
dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) BLUD. Capaian
1 (satu) BLUD dengan kinerja sehat tersebut merupakan jumlah kumulatif

sampai dengan Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "BLUD (Fokus pada BLUD Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan
BLUD Pengelolaan Dana)”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Peran
SPI BLUD Tahun 2023;

b) Melaksanakan Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun Buku 2022.

IKK Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah BUMDes yang mampu
menyusun laporan berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan adalah sebanyak 33 BUMDes atau terealisasi sebesar
100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 0 BUMDes.
Capaian 33 BUMDes yang mampu menyusun laporan tersebut

merupakan jumlah kumulatif sampai dengan Tahun 2022.
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Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja

adalah "Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes".

IKK Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada
perekonomian Desa

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah BUMDes yang
memberikan kontribusi pada perekonomian desa berdasarkan kegiatan
pengawasan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 2 (dua) BUMDes
atau terealisasi sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebanyak 0 BUMDes. Capaian 2 (dua) BUMDes yang mampu menyusun
laporan tersebut merupakan jumlah kumulatif sampai dengan Tahun
2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja

adalah "Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUMDes".

IKK Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/
Ditindaklanjuti

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi
persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
atau sesuai dengan target s.d. Triwulan Il Tahun 2023, yaitu sebanyak
0,00% atau terealisasi sebesar 0,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun
2023 sebesar 0,00%. Kegiatan pengawasan terkait IKK “ Persentase
Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” akan

mulai dilaksanakan pada Triwulan IV.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran

Pembangunan”.

IKK Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang
Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, hasil pengawasan preventif dan
edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti berdasarkan kegiatan
pengawasan yang telah dilaksanakan adalah sebesar 87,00% atau
terealisasi sebesar 100% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar

0,00 persen.
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Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran

Pembangunan”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Melaksanakan Reviu Dokumen Draft Pedoman dan SOP Audit
Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

b) Sosialisasi overview audit investigatif dan tahapan pra perencanaan
audit investigatif pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Focus
Group Discussion dalam tahap pra perencanaan audit investigatif;

c) Profiling Risiko Fraud pada Kegiatan Akuntabilitas Pengelolaan
Anggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu dan KPU dengan
sampel di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dan Kota Tidore

Kepulauan.

IKK Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi jumlah
pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik atau sesuai dengan
target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 0 (nol) pemda. Kegiatan
pengawasan atas indikator ini telah mulai dilaksanakan pada Triwulan 1l
Tahun 2023 dan telah berdasarkan Pedoman Indeks Efektivitas

Pengendalian Korupsi (IEPK).

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran

Pembangunan”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Kegiatan Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) pada Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023,

b) Kegiatan Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
(IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.

Namun nilai yang diperolah belum mencapai 3, sehingga rencana

tindaknya berupa pengawasan lanjutan untuk dapat memastikan
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tercapainya nilai 3 pada Pemerintah Kota Ternate dan pada Pemerintah

Kabupaten Halmahera Utara yang akan dilaksanakan pada Triwulan .

IKK Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi
Baik

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi jumlah
badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik atau sesuai
dengan target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yaitu sebanyak 0 (nol) badan
usaha. Kegiatan pengawasan terkait IKK “Jumlah Badan Usaha dengan
Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik” akan mulai dilaksanakan pada

Triwulan 1V.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran

Pembangunan”.

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP 2 Level 3

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah provinsi dengan
kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan adalah sebanyak 1 (satu) APIP atau terealisasi sebesar
100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 0 (nol) APIP.
Jumlah capaian APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 3 tersebut

merupakan jumlah kumulatif sampai dengan Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah "Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d. Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi baik tentang kapabilitas APIP
dengan media daring atau tatap muka pada Pemerintah Daerah di
Wilayah Provinsi Maluku Utara;

b) Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP.

IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP 2
Level 3
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah kabupaten/kota dengan

kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah



17)

18)

-9-

dilaksanakan adalah sebanyak 5 (lima) APIP atau terealisasi sebesar
100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 0 (nol) APIP.
Jumlah capaian APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3

tersebut merupakan jumlah kumulatif sampai dengan Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja

antara lain "Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d. Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi baik tentang kapabilitas APIP
dengan media daring atau tatap muka Pemerintah Daerah di Wilayah
Provinsi Maluku Utara;

b) Pemantauan Perkembangan Kapabilitas APIP.

IKK Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP 2= Level 3

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah provinsi dengan maturitas
SPIP = Level 3 berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan adalah sebanyak 1 (satu) Pemerintah Daerah atau
terealisasi sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebanyak 00,00 Pemerintah Daerah. Jumlah capaian Provinsi dengan
Maturitas SPIP Level 3 tersebut merupakan jumlah kumulatif sampai
dengan Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah ” Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d. Triwulan Il Tahun 2023
untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Melaksanakan Workshop Penerapan Penilaian Risiko dan Penilaian
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
dan Penilaian Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah di Wilayah
Provinsi Maluku Utara.

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP 2 Level 3
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah kabupaten/kota dengan
maturitas SPIP = Level 3 berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah

dilaksanakan adalah sebanyak 4 (empat) Pemerintah Daerah atau
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terealisasi sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebanyak 0 (nol) pemerintah daerah. Jumlah capaian Kabupaten/Kota
dengan Maturitas SPIP Level 3 tersebut merupakan jumlah kumulatif
sampai dengan Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
adalah ” Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah”.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan II Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Melaksanakan Workshop Penerapan Penilaian Risiko dan Penilaian
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
dan Penilaian Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah di Wilayah
Provinsi Maluku Utara;

b) Melaksanakan Coaching Clinic Reviu atas Implementasi Manajemen
Risiko dan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; dan

c) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko dan
Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten

Halmahera Timur.

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI 2 Level 3

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah kabupaten/kota dengan
MRI = Level 3 berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan adalah sebanyak 2 (dua) Pemerintah Daerah atau
terealisasi sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan II Tahun 2023
sebanyak 0 (nol) pemerintah daerah. Jumlah capaian Kabupaten/Kota
dengan MRI Level 3 tersebut merupakan jumlah kumulatif sampai dengan
Tahun 2022.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja

adalah ” Pengelolaan risiko sektor strategis nasional’.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023

untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

a) Melaksanakan Workshop Penerapan Penilaian Risiko dan Penilaian
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

dan Penilaian Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah di Wilayah
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Provinsi Maluku Utara;

b) Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan
Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

c) Melaksanakan Coaching Clinic Reviu atas Implementasi Manajemen
Risiko dan Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi
Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; dan

d) Melaksanakan Bimtek Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian
Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Halmahera

Timur.

IKK Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan
dan Kinerja Daerah

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi jumlah
pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
atau sesuai dengan target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yaitu sebanyak O
(nol) pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan terkait IKK “Jumlah
Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja

Daerah” akan mulai dilaksanakan pada Triwulan 1.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
antara lain:

a) Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda,;

b) Peningkatan Kualitas Opini LKPD;

c) Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

IKK Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, jumlah desa yang pengelolaan
keuangannya akuntabel adalah sebanyak 20 (dua puluh) desa atau
terealisasi sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023

sebanyak 20 (dua puluh) desa.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
antara lain:

a) Akuntabilitas Keuangan Desa;

b) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES);

c) Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d. Triwulan Il Tahun 2023
untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Melaksanakan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa pada
Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara Triwulan
[l Tahun 2023.

22) IKK Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara
Memadai
Sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2023, jumlah desa yang menerapkan
pengelolaan aset desa secara memadai adalah sebanyak 20 (dua puluh)
desa atau terealisasi sebesar 166,67% dari target s.d. Triwulan Il Tahun
2023 sebanyak 12 (dua belas) desa.

Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang mendukung capaian kinerja
antara lain:
a) Akuntabilitas Aset Desa,;

b) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d. Triwulan Il Tahun 2023
untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain:

Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Aset Desa pada Kabupaten
Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 sampai

dengan Triwulan Il Tahun 2023.

b. Pendukung Pengawasan

Pada Tahun 2023 terdapat 7 IKK Pendukung Pengawasan sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Capaian
kinerja IKK Pendukung Pengawasan sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023

sebagai berikut:

1) IKK Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, nilai zona integritas unit kerja
adalah sebesar 85,16 dari skor skala 100,00 atau terealisasi sebesar
100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yaitu 0,00. Nilai tersebut
merupakan hasil penilaian Inspektorat BPKP sesuai Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun



2)

3)

4)
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2023 Nomor PE.09/LHP-118/IN/2/2023 tanggal 13 Juni 2023. Sedangkan
target tahunan untuk IKK "Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja" adalah
sebesar 75,00, merupakan nilai yang telah selesai dievaluasi oleh

KemenPANRB atau nilai unit yang telah dievaluasi oleh inspektorat.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah “Layanan

Penyelenggaraan SPIP dan RB”.

IKK Nilai SAKIP Unit Kerja

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat realisasi self
assessment SAKIP unit kerja atau sesuai dengan target s.d. Triwulan I
Tahun 2023 yaitu sebanyak 0,00%. Kegiatan pendukung pengawasan
terkait IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” akan dilaksanakan pada Triwulan IlI.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain:
a) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja BPKP (SAKIP);
b) Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A);

c) Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum.

IKK Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)
Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, nilai efektivitas pengendalian intern
(SPIP unit kerja) adalah sebesar 100,00 persen atau terealisasi sebesar
100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yaitu 0,00%. Sedangkan
target tahunan untuk IKK "Persentase Efektivitas Pengendalian Intern
(SPIP Unit Kerja)" adalah sebesar 70,00%.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah “"Layanan
Penyelenggaraan SPIP dan RB”.

IKK Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, persentase penyelesaian RTP (MR
unit kerja) adalah sebesar 33,33 persen atau terealisasi sebesar 100,00%
dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar 00,00 persen. Sedangkan
target tahunan untuk IKK “Presentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)”
adalah sebesar 100,00%.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah “"Layanan

Penyelenggaraan SPIP dan RB”.
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Upaya-upaya penting yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2023 untuk
mendukung pencapaian kinerja antara lain:
Pemantauan dan pelaporan secara berkala oleh Tim Pengelola Risiko atas

rencana pelaksanaan RTP unit kerja dan realisasinya.

IKK Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2023, penilaian kualitas layanan
eksternal unit kerja adalah sebesar 3,28 dari 4, dikonversikan ke skala skor
maksimal 100,00 menjadi 82,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari
target Triwulan Il Tahun 2023 sebesar 0,00%. Sedangkan target tahunan
untuk IKK "Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” adalah sebesar 75.
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja adalah ” Layanan Perencanaan,

Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum?”.

IKK Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, skor IKPA unit kerja (khusus unit
kerja mandiri) adalah sebesar 89,95 dari skor skala 100,00 atau terealisasi
sebesar 100,00% dari target s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yaitu 0,00. Skor
tersebut merupakan skor IKPA unit kerja Bulan Mei 2023. Sedangkan target
tahunan untuk IKK "Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)”

adalah sebesar 95.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain:
a) Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum;

b) Layanan Perkantoran.

IKK Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Sampai dengan Triwulan Il Tahun 2023, belum terdapat hasil penilaian
pengelolaan BMN atau sesuai dengan target s.d. Triwulan Il Tahun 2023
yaitu sebanyak 0,00%. Penilaian pengelolaan BMN unit Kkerja
menggunakan aplikasi BPKP Pusat menunggu arahan Biro Umum yang
akan dilaksanakan pada Triwulan V.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain:
a) Layanan Manajemen Dukungan Pengawasan,;

b) Layanan Sarana Internal;

c) Layanan Prasarana Internal.
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Perincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

Triwulan Il Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 1.

. Pencapaian Target Output

a. Program Pengawasan
Sesuai Revisi RKA per 26 Mei 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
pada Tahun 2023 ditargetkan untuk menghasilkan output program
pengawasan sebanyak 74 laporan. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan
Il Tahun 2023 sebanyak 74 laporan topik pengawasan atau 100,00% dari
target.
Pada Triwulan Il Tahun 2023, output yang belum disampaikan dalam Aplikasi
SIMA-X adalah topik “Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah”. Disebabkan pada topik tersebut laporan
hasil pengawasannya belum selesai.

b. Program Dukungan
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2023 ditargetkan untuk
menghasilkan output program dukungan sebanyak 36 layanan/unit. Realisasi
output dukungan s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 22 layanan/unit atau
61,11% dari target.

Perincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan Il Tahun 2023

disajikan pada Lampiran 2.

. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT s.d. Triwulan II Tahun 2023
sebanyak 239 PP atau 100,00% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sampai
dengan Triwulan Il sebanyak 239 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun
sebanyak 304 PP, maka penugasan pengawasan PKPT s.d. Triwulan Il Tahun
2023 tercapai sebesar 78,62%.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan Il 2023 sebanyak
163 laporan atau 107,24% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sampai
dengan Triwulan Il sebanyak 152 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun
maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan Il Tahun 2023 tercapai sebesar
53,62% dan RPL setahun sebanyak 302 laporan. Realisasi penerbitan laporan
hasil pengawasan s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebanyak 163 laporan atau 68,20%
dari 239 PP yang telah terbit surat tugasnya.
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Realisasi PP s.d. Triwulan Il Tahun 2023 yang telah di-entry ke dalam aplikasi
SIMA sebanyak 239 PP atau 100,00 % dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya
sampai dengan Triwulan lll sebanyak 239 surat tugas, sedangkan realisasi laporan
yang telah di-entry sebanyak 163 laporan atau 100,00% dari jumlah laporan terbit
s.d. Triwulan Il sebanyak 163 laporan.

Perincian pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan

disajikan dalam Lampiran 3.

. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah
sebanyak 4.739 OH atau 80,00% dari rencana hari pengawasan s.d. Triwulan I
2023 sebanyak 5.924 dan 47,47% dari rencana hari pengawasan satu tahun
sebanyak 9.984 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan Il Tahun 2023 disajikan pada

Lampiran 4.

. Penyerapan Anggaran

a. Realisasi anggaran program pengawasan s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar
Rpl1.537.948.182,00 atau 51,92% dari anggaran s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebesar Rp2.962.250.200,00 dan 31,83% dari anggaran setahun sebesar
Rp4.813.858.000,00.

b. Realisasi anggaran program dukungan s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar
Rp8.059.656.240,00 atau 55,28% dari anggaran s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebesar Rp14.578.524.001,00 dan 31,57% dari anggaran setahun sebesar
Rp25.526.018.000,00.

c. Total realisasi anggaran s.d. Triwulan Il Tahun 2023 sebesar
Rp9.597.604.422,00 atau 54,72% dari anggaran s.d. Triwulan Il Tahun 2023
sebesar Rpl17.540.774.201,00 dan 31,61% dari anggaran setahun sebesar
Rp30.357.876.000,00.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran s.d. Triwulan Il Tahun 2023 disajikan pada

Lampiran 5.

. Analisis Efisiensi Penggunaan Dana dan Penggunaan SDM
Rata-rata capaian seluruh sasaran kegiatan sampai dengan Triwulan Il Tahun
2023 sebesar 66,44% (disajikan pada Lampiran 1), belum mencapai target

Triwulan Il Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi. Capaian
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seluruh sasaran program/ sasaran kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp9.597.604.422,00 atau 54,72% dari anggaran s.d Triwulan 1l Tahun 2022
sebesar Rp17.540.774.201,00 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 163
laporan atau 107,24% dari rencana s.d Triwulan Il Tahun 2022 sebanyak 152
laporan, serta OH sebanyak 4.739 OH atau 80,00% dari rencana s.d Triwulan Il
Tahun 2022 sebanyak 5.924 OH.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja seluruh sasaran program/sasaran
kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar
107,24%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 54,72%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja seluruh sasaran program/ sasaran
kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian output sebesar
107,24%, lebih tinggi daripada capaian penggunaan OH sebesar 80,00%.

7. Penghargaan/Inovasi yang Menonjol Tahun 2023
Selain capaian sasaran program, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga
memperoleh penghargaan selama periode s.d. Triwulan II Tahun 2023 yaitu
“Peringkat 1 Bidang Akuntan Negara Terbaik Tahun 2022 Periode II” yang
diberikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, tertanggal 26 Januari
2023.

Demikian laporan kinerja sampai dengan Triwulan 1l Tahun 2023 kami
sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima
kasih.

Kepala Perwakilan,
Ditandatangani secara elektronik oleh
Edy Suharto

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 —
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 'd Balai
Y 4

; o - ; h ; ; o Sertifikasi
¥¢ - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE [llp'lt;r‘o.;.\'l:




Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Lampiran |

Target Realisasi s.d Capaian (%) Rata-rata
No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan : Capaian s.d.
Tahun 2023 | s.d TWII TWiI Tahun 2023 | s.d. TWII 9
TW 1 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4X100 | 8=6/5x100 | O eratasd
per SK
I |Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah 181,13
11 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi Rupiah (Juta) 778,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.2 |Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah Rupiah (Juta) 136.270,00 43.530,69 193.015,56 141,64 443,40
1.3 |Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah Rupiah (Juta) 56.684,00 0,00 4.826,90 8,52 100,00
Il |Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional 0,00
51 Persentase hr_;tmbatan pelaksanaan pembangunan (%) Persen 85.00 0,00 0.00 0,00 0.00
yang diselesaikan
29 Jumlah_ Keglgtan Pembangunan Prioritas Daerah Kegiatan Prioritas 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang Diawasi Daerah
" Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab
Perwakilan BPKP 0,00
31 Il:liztsjgntase rekomendasi strategis yang ditindak (%) Persen 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV |Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha 91,67
4.1 [Jumlah BUMD dengan kinerja sehat BUMD 3,00 3,00 2,00 66,67 66,67
4.2 |Jumlah BLUD dengan kinerja sehat BLUD 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00
43 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan BUMDes 33.00 0,00 33.00 100,00 100,00
4.4 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada BUMDes 4.00 0,00 2.00 50,00 100,00
perekonomian desa
V [Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi 25,00
5.1 |Persentase hasil pengawasan represif yang (%) Persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dimanfaatkan/ditindaklanjuti
59 Perseqtase hasil Peng_awasan .pr_eventlf dan edukatif (%) Persen 85,00 0,00 87.00 102,35 100,00
yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
53 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian Pemda 3.00 0,00 0,00 0,00 0.00
korupsi Baik
5.4 |Jumiah Badan Usaha dengan efektivitas Badan Usaha 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pengendalian korupsi Baik
VI |Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 95,83
6.1 |Jumiah APIP Provinsi dengan Provinsi 1,00 0,00 1,00 100,00 100,00

Kapabilitas APIP >= Level 3




Target Realisasi s.d Capaian (%) Ratarata
No Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan Satuan : Capaian s.d.
Tahun 2023 | s.d TW I ™wii Tahun 2023 | s.d. TWII 0
TW 1l (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4X100 | 8=6/5x100 | O eratasd
per SK
6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Kabupaten/Kota 9,00 0,00 5,00 55,56 100,00
APIP >= Level 3
6.3 [Jumlah Provinsi dengan Maturitas Provinsi 1,00 0,00 1,00 100,00 100,00
SPIP >= Level 3
Jumlah Kabupaten/Kota dengan
6.4 Maturitas SPIP >= Level 3 Kabupaten/Kota 7,00 0,00 4,00 57,14 100,00
6.5 |Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3 Kabupaten/Kota 3,00 0,00 2,00 66,67 100,00
6.6 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan Pemda 3.00 0,00 0,00 0,00 0.00
keuangan dan kinerja daerah
6.7 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya Desa 25.00 20,00 20,00 80,00 100,00
akuntabel
6.8 Jumlah desa yang me.nerapkan pengelolaan aset Desa 25.00 12,00 20,00 80,00 166,67
desa secara memadai
VIl |Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja 71,43
7.1 |Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor Skala 100 75,00 0,00 85,16 113,55 100,00
7.2 |Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit o
7.3 Ketia (SPIP Unit Keria) (%) Persen 70,00 0,00 100,00 142,86 100,00
7.4 |Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) (%) Persen 100,00 0,00 33,33 33,33 100,00
75 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Indel;%c?kala 75.00 0,00 82,00 109,33 100,00
76 Skor IKPA Unit Kerja Indel;soc?kala 95,00 0,00 89,95 94.68 100,00
77 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Indelﬁ)gkala 80,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Rerata Capaian Seluruh Sasaran Kegiatan 66,44




Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Output Program Pengawasan
s.d. Triwulan Il Tahun 2023

Lampiran 2

Target Topik

Realisasi Topik s.d

No Kode RO Nama Satuan Tahun 2023 Triwulan Il %

1 |CH.3701.FAG.51.028.052 |3701.FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Lap 26 25 96,15%
Nasional/Daerah

> |CH.3701.EAG.00.U11.201 |3701.FAG.U1L Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Lap 6 9 150,00%
Keuangan Negara, Daerah dan Desa
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas

3 |CH.3701.FAG.00.U31.201 |3701.FAG.U31 Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan Lap 2 2 100,00%
BLU/BLUD

4 |CH.3701.FAG.00.711.502 |3701.FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, | ., 2 2 100,00%
Pelaporan, dan Tindak Lanjut

5 |CH.3701.UAG.00.U21.201 |3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Lap 8 11 137,50%
Pembangunan Sumber Daya Manusia

6 |CH.3701.UAG.00.U22.201 |3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Lap 6 9 150,00%
Infrastruktur dan Konektivitas

7 |CH.3701.UAG.00.U23.201 [3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Lap 6 13 216,67%
Pembangunan Ekonomi

8 |CH.3701.UAG.00.U24.201 |3701.UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Lap 1 1 100,00%
Ketahanan Pangan

9 |CH.3701.UAG.00.U27.201 |3701.UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Lap 2 0 0,00%
Pembangunan Daerah

10 |CH.3701.UAG.00.U41.201 |3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Lap 2 1 50,00%
Kecurangan

11 |CH.3701.UAG.00.U52.201 |3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Lap 9 1 11,11%
atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

12 |CH.3701.UAG.00.U53.201 [3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko Lap 4 0 0,00%
atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha
Jumlah 74 74 100,00%

Target Dukungan I:u e:l::a:‘
No Kode RO Nama Satuan Pengawasan pen awasgan s.d %
Tahun 2023 3 :
Triwulan Il

Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi,

1 |3676.EBA.962.TU1 dan Umum Layanan 1 1 100,00%

2 |3676.EBA.962.TU2 Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB

3 |3676.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan o

4 [3676.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan ! ! 100,00%

5 |3676.EBB.951.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 32 19 59.38%

6 [3676.EBB.951.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

7 |3676.2BB.971.054 Zembangunan Gedung Kantor dan/atau Rumah

eqara Unit 2 1 50,00%

8 |3676.EBB.971.055 Rehabilitasi Gedung Kantor dan/atau Rumah Negara

Jumlah 36 22 61,11%




Lampiran 3

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit Berdasarkan Indikator Output Kegiatan
Triwulan Il Tahun 2023

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi
RMP Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Capaian (%) Inputing dalam SIMA Laporan
Jenis Realisas Realisas % Lap yg | Dibandingka
No PKPT/Bidang . is.d. Tahun [s.d. Bulan Jumlah ST ..% STyg Tahun |[s.d. Trw| is.d. Tahun s.d. Jum!ah Lap Diinput n Realisasi
Tahun 2023( s.d. Trw ini . . telah Diinput [Diinput dalam . . . Diinput
Bulan Ini| 2023 Ini 2023 Ini Bulan Ini| 2023 |Bulan Ini dalam PP
dalam SIMA SIMA dalam SIMA
SIMA
6=5/3 13=12/10( 14=12/11 16=15/12
1 2 3 4 5 100 7=5/4 *100 8 9=8/5*100 10 11 12 100 %100 15 100 17=12/5*100
A |PKPT
1 [TU 2 2 2 100,00% | 100,00% 2 100,00% 2 2 2 100,00% | 100,00% 2 100,00% 100,00%
2 |IPP 82 51 67 81,71% 131,37% 67 100,00% 82 35 55 67,07% | 157,14% 55 100,00% 82,09%
3 |APD 104 80 86 82,69% | 107,50% 86 100,00% 104 53 40 38,46% | 75,47% 40 100,00% 46,51%
4 |AN 35 32 25 71,43% 78,13% 25 100,00% 35 32 23 65,71% | 71,88% 23 100,00% 92,00%
5 [Investigasi 45 38 29 64,44% 76,32% 29 100,00% 45 13 18 40,00% | 138,46% 18 100,00% 62,07%
6 [P3A 36 36 30 83,33% 83,33% 30 100,00% 36 17 25 69,44% | 147,06% 25 100,00% 83,33%
Sub Jumlah 304 239 239 78,62% | 100,00% 239 100,00% 304 152 163 53,62% | 107,24% 163 100,00% 68,20%
Total 304 239 239 78,62% | 100,00% 239 100,00% 304 152 163 53,62% | 107,24% 163 100,00% 68,20%




Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan Il Tahun 2023

Lampiran 4

No. Output Rencana OH sit.ez'li'lrlisv\iljlla(zl?ni b0 [NEENEEH Ol | b Re_alisasi OH Jumlah Pegawai
Tahun 2023 Triwulan Il
Tahun 2023 Triwulan ini Atas PKPT
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8
A |PKPT

1 |[IPP 1.139 714 1.598 140,30% 223,81% 21
2 |APD 4.160 2.400 1.378 33,13% 57,42% 22
3 |AN 1.400 1.280 780 55,71% 60,94% 9
4 |Investigasi 1.845 810 426 23,09% 52,59% 10
5 |P3A 1.440 720 557 38,68% 77,36% 11
9.984 5.924 4.739 47,47% 80,00% 73
Total PKPT 9.984 5.924 4.739 47,47% 80,00% 73




Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Anggaran

s.d. Triwulan Il Tahun 2023

Lampiran 5

%

%

No Kode RO Nama Pagu Anggaran Target Tw Il REEleEs el terhadap
Anggaran Tahun
2023 Tw Il

A |Program Pengawasan 4.831.858.000 2.962.250.200 1.537.948.182 31,83%| 51,92%

1 |3701.FAG.02g |REkomendasi Hasil Pengawasan Strategis 1.403.043.000 796.939.500 |  392.629.318 | 27,98%| 27,98%
Nasional/Daerah

2 |3701.FAG.711 |Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, 150.000.000 75.000.000 20.891.100 | 13,93%| 13,93%
Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas

3 |3701.FAG.U11 |Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan 365.843.000 239.715.500 64.300.000 17,58% 17,58%
Desa
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas

4 |[3701.FAG.U31 |Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang 144.000.000 131.610.000 59.900.580 41,60%| 41,60%
Dipisahkan dan BLU/BLUD

5 |3701.UAG.U21 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor 394.725.000 195.882.700 |  272.176.500 | 68,95%| 68,95%
Pembangunan Sumber Daya Manu

6 |3701.UAG.U22 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor 324.105.000 246.265.000 |  144.408.363 | 44,56%| 44,56%
Infrastruktur dan Konektivitas

7 |3701.UAG.U23 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor 389.970.000 379.730.000 | 235.541.250 | 60,40%| 60,40%
Pembangunan Ekonomi

8 |3701.UAG.U24 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor 59.400.000 59.400.000 20.606.000 | 34,69%| 34,69%
Ketahanan Pangan

9 |3701.UAG.U27 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor 144.000.000 20.760.000 48.239.900 | 3350%| 33,50%
Pembangunan Daerah

10 [3701.UAG.U41 |Rekomendasi Hasil Pengawasan atas 49.500.000 49.500.000 47.691.821 | 96,35%| 96,35%
Pengendalian Kecurangan
Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen

11 |3701.UAG.U52 |Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern 1.204.772.000 564.947.500 185.062.557 15,36% 15,36%
Pemerintah Daerah
Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen

12 |3701.UAG.U53 |Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern 202.500.000 202.500.000 46.500.703 22,96% 22,96%
Badan Usaha

B [Program Dukungan 25.526.018.000 14.578.524.001 8.059.656.240 31,57% 55,28%

Jumlah 30.357.876.000 17.540.774.201 9.597.604.422 31,61% 54,72%
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